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Syahrul Thabrani, 2021. Pengaruh Samsat Keliling dan Samsat Siaga 
Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Tegal. 
Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk menganalisis pengaruh positif samsat 
keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten 
Tegal, 2). Untuk menganalisis pengaruh positif samsat siaga terhadap penerimaan 
pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Tegal. 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian 
deskriptif kuantitatif.  Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah uji 
asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis dan analisis koefisien 
determinasi. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) terdapat pengaruh positif samsat 
keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten 
Tegal  sehingga hipotesis pertama  diterima  kebenarannya 2) tidak terdapat 
positif pengaruh samsat siaga terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor roda 














Syahrul Thabrani, 2021. The Effect of Traveling Samsat and Standby 
Samsat on Tax Revenue of Two-Wheeled Motorized Vehicles in Tegal Regency. 
The purpose of this study is 1). To analyze the positive influence of mobile 
samsat on tax revenues from two-wheeled motor vehicles in Tegal Regency, 2). To 
analyze the positive effect of standby alert on tax revenue from two-wheeled motor 
vehicles in Tegal Regency. 
The research method used in this research is quantitative descriptive 
research. While the data analysis method used is the classic assumption test, 
multiple regression analysis, hypothesis testing and coefficient of determination 
analysis. 
The conclusions of this study are 1) there is a positive influence on 
motorized vehicle tax revenue in Tegal Regency so that the first hypothesis is 
accepted 2) there is no positive effect of Samsat Siaga on tax revenue for two-
wheeled motor vehicles in Tegal Regency so that the second hypothesis cannot be 
accepted the truth. 
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A. Latar Belakang 
Pembangunan nasional Indonesia, khususnya di bidang ekonomi 
pengadaannya terus diupayakan dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup 
masyarakat. Sasaran dalam pencapaian target pembangunan ekonomi 
membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup agar dapat meraih tujuan 
tersebut. Pembangunan dari segi fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat 
merupakan bagian dari sasaran yang ingin dicapai dari adanya pembangunan 
nasional ini. Ketersedian fasilitas pelayanan publik yang diberikan untuk 
masyarakat merupakan salah satu dari pemanfaatan sumber penerimaan yang 
menjadi dasar untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. 
Penerimaan yang menjadi penerimaan terbesar bagi negara untuk melakukan 
pembangunan nasional adalah dari sektor perpajakan.  
Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang 
digunakan dalam pembiayaan dan pembangunan. Peran sektor perpajakan bagi 
pendapatan negara saat ini cukup besar, dilihat dari perkembangan pendapatan 
negara dari sektor ini cukup besar. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti 
perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya, 
Artinya besaran penerimaan pajak mengikuti perkembangan kehidupan sosial 




Pajak daerah terbagi atas dua kelompok, yaitu Pajak Provinsi dan 
Pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah 
yang penting guna membiyai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri 
dari 5 (lima) jenis pajak anatar lain: Pajak Kendaran Bermotor (PKB), Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Dari berbagai 
jenis pajak tersebut salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah 
satu penerimaan dalam membiayai pembangunan daerah provinsi. 
Melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula 
ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Selain itu, terdapat perluasan basis 
pajak yang sudah ada, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperluas hinga mencangkup 
kendaraan. Ada tiga tujuan yang melatar belakangi diubahnya UU Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang pertama yaitu untuk memberikan 
kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, 
sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan kedua 
yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan 
penyelanggaraan pemerintah dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. 




mengenai jenis-jenis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 
(www.dpjk.depkeu.go.id.) 
Dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan 
dengan mengaitkan pada pendaftaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 
pengesahan STNK, serta perpanjangan STNK, termasuk pungutan lainnya 
seperti asuransi Jasa Raharja dan pungutan parkir berlangganan yang 
diberlakukan pada 1 Januari 2012. Sistem pemungutan ini dilaksanakan oleh 
Kantor Bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).  
Pembentukan samsat dimaksudkan untuk memperlancar, 
mempermudah dan mempercepat pelayanan pajak kepada masyarakat. Samsat 
merupakan sauatu sistem kerjasama terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan 
Provinsi, dan PT Jasa Raharja dengan pelayanan yang berbagai macam 
pelayanan/pengurusan pajak kendaraan bermotor. Jenis-jenis pengurusan 
pajak antara lain pelayanan untuk menerbitkan STNK (surat tanda Nomer 
kendaraan), TKB (tanda kendaraan bermotor), PKB (pemungutan pajak 
kendaraan bermotor), BBKB (bea balik nama kendaraan bermotor), serta 
sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). 
SAMSAT merupakan sebagai salah satu birokrasi pemerintah yang 
memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat yang memiliki berbagai 
permasalahan terkait penyelenggaraan pelayanan publik seperti tuntutan 
masyarakat atas perbaikan pelayanan dalam hal kelengkapan kendaraan baik 
yang bersifat fisik maupun administrasi yang mudah dan cepat,karena dengan 




sering ditemui antrian panjang saat melakukan pembayaran pajak di kantor-
kantor pelayanan pajak, dan pengurusan STNK di SAMSAT. Selain itu 
permasalahan waktu pelayanan kerja SAMSAT yang bersamaan dengan 
waktu kerja masyarakat. Seringkali masyarakat harus meninggalkan 
aktivitasnya atau meminta izin tidak masuk agar dapat melakukan pembayaran 
pajak kendaraan bermotor. 
Kantor Samsat Kabupaten Tegal  merupakan kantor pelayanan yang 
bertujuan meningkatkan pendapatan daerah dan melayani masyarakat dengan 
masksimal, seiring dengan perkembangan dan pembangunan Samsat 
Kabupaten Tegal  senantiasa berbenah dalam segala hal agar kebutuhan 
masyarakat terpenuhi. Pada upaya meningkatkan pelayanan, Kantor Bersama 
SAMSAT Kabupaten Tegal  menerbitkan suatu layanan inovasi yang berguna 
untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak. Bentuk layanan inovasi 
tersebut adalah layanan SAMSAT Keliling dan SAMSAT Siaga. 
Layanan Samsat Keliling adalah salah satu program unggulan Kantor 
Bersama SAMSAT di Kabupaten Tegal. Sistem samsat keliling ini tidak 
hanya dinikmati oleh masayarakat sekitar saja tetapi juga masyarakat luar kota 
karena dilengkapi fasilitas Link. Samsat Keliling merupakan layanan 
pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dengan menggunakan 
kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. 
Inovasi layanan SAMSAT Keliling ini bertujuan untuk mempermudahkan 
wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang biasanya 




berdomisisli jauh dari Kantor Samsat setempat (Pemalang). Sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan bagi Pemerintahan Daerah Pemalang. 
Layanan Samsat Siaga adalah layanan Samsat yang menggunakan 
sistem jemput ke rumah pemohon pada jam kerja, 08.00 - 15.00 WIB Senin 
hingga Jumat dengan syarat yang telah ditetapkan. Keberadaan Samsat Siaga 
ini  guna memudahkan masyarkat dalam membayar pajak kendaraan , 
sehingga masyarakat merasa terbantu karena adanya samsat siaga ini sangat 
menghemat waktu dan tenaga dalam membayar pajak kendaraan, selanjutnya 
akan meningkatkan kesadaran warga masyarakat dalam membayar pajak 
kendaraan. Pada dasarnya samsat keliling dan samsat siaga memiliki fungsi 
yang sama yaitu memudahkan dalam pengurusan pajak kendaraan.  
Samsat Siaga itu dibuat lebih sederhana, menjangkau wilayah yang 
lebih kecil dan relatif agak sulit dijangkau, tidak seperti Samsat Keliling yang 
dapat menjangkau wilayah yang cukup besar dan biasanya biasanya terdapat 
di titik-titik pusat atau keramaian kota. Selain itu, stand yang dibuka Samsat 
Siaga juga lebih sederhana karena biasanya petugas yang berjaga di Samsat 
Siaga lebih sedikit dibandingkan petugas Samsat Keliling. 
Permasalahan berkaitan dengan berkaitan dengan penerimaan pajak 
kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal adalah masih tingginya tunggakan 
dari pajak kendaraan bermotor pada  tahun 2018. Hal tersebut dilihat dari data 
denda yang harus dibayar oleh wajib pajak kendaraan bermotor yang semakin 
meningkat. Berikut ini adalah data mengenai denda  kendaraan bermotor di 





Rekapitulasi Denda Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT UPPD 
Kabupaten Tegal 
 
Bulan Denda Lokal Denda Online Jumlah 
Januari       3.771.250                549.125             4.320.375  
Februari       1.717.200                195.200             1.912.400  
Maret       2.904.875                284.850             3.189.725  
April       4.058.975                663.500             4.722.475  
Mei       4.862.175                284.425             5.146.600  
Juni       3.869.150                274.200             4.143.350  
Juli     12.016.175             2.501.350           14.517.525  
Agustus     14.537.000             2.753.675           17.290.675  
September     13.781.975             1.433.475           15.215.450  
Oktober     16.558.325             2.541.600           19.099.925  
November     24.923.525             2.289.925           27.213.450  
Desember     37.573.425             5.786.350           43.359.775  
Total   140.574.050           19.557.675         160.131.725  
 Sumber : SAMSAT UPPD Kabupaten Tegal 
 
 
Data mengenai penerimaan denda pajak kendaraan bermotor di atas 
dapat diketahui bahwa denda yang diakibatkan dari ketidakpatuhan wajib 
pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak dari bulan Januari sampai 
dengan bulan Juni adalah berfluktuatif atau naik turun. Sedangkan dari bulan 
Juli sampai dengan Desember 2018 terjadi kenaikan pengenaan denda yang 
cukup besar dan menunjukkan peningkatan pada setiap bulannya. 
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Samsat Keliling dan Samsat Siaga 








B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang ditelah dikemukakan di 
atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah terdapat pengaruh positif samsat keliling terhadap penerimaan pajak 
kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Tegal ? 
2. Apakah terdapat pengaruh positif samsat siaga terhadap penerimaan pajak 
kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Tegal ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis pengaruh positif samsat keliling terhadap penerimaan 
pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Tegal. 
2. Untuk menganalisis pengaruh positif samsat siaga terhadap penerimaan pajak 
kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Tegal. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Secara Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas 
mengenai hal-hal yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan 
bermotor roda dua. Selain itu penelitian ini bagi penulis bermanfaat  untuk 
membandingkan antara yang dipelajari ketika mengikuti perkuliahan 






b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan 
pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai bahan referensi dan masukan 
pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
masalah-masalah perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor dan 
dapat menambah sumber pustaka yang telah ada. 
2. Manfaat Secara Praktis 
a. Bagi pemerintah daerah, sebagai bahan masukan dan informasi yang dapat 
dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-
kebijakan ekonomi dalam peningkatan penerimaan pajak kendaraan 
bermotor melalui samsat keliling dan samsat siaga. 
b. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya 
wajib pajak kendaraan bermotor mengenai arti pentingnya pajak dan peran 
serta masyarakat dalam pembangunan sehingga diharapkan masyarakat 
akan terdorong untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya 







A. Landasan Teori 
1. Agency Theory 
Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui 
hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga 
hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah. Hubungan antara 
masyarakat dengan pemerintah daerah adalah seperti hubungan antara 
principal dan agent. Masyarakat yang diwakili oleh DPRD adalah 
principal dan pemerintah adalah agent. Agent diharapkan dalam 
mengambil kebijakan keuangan menguntungkan principal. Principal 
memiliki wewenang pengaturan kepada agent, dan memberikan sumber 
daya kepada agent dalam bentuk PAD dan Dana Perimbangan 
(Kresnandra:2013:13). 
Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan 
roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat,wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk 
dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan 
baik atau tidak. Bila keputusan agen merugikan bagi principal maka akan 
timbul masalah keagenan. Karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya 




membutuhkan pihak ketiga yang mampu meyakinkan principal bahwa apa 
yang dilaporkan oleh agent adalah benar (Kresnandra:2013:13). 
Halim dan Abdullah (2016:30) menyatakan pendelegasian terjadi 
ketika seseorang atau satu kelompok orang (principal) memilih orang atau 
kelompok lain (agent) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prisipal. 
Pihak lain (agent) yang dimaksud adalah pemerintah daerah. Pemerintah 
daerah (agent) melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh principal. 
Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia 
menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian 
hubungan prinsipal-agen (Bergman &Lane, 2000). Hal senada 
dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika 
organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman & 
Lane (2000) menyatakan bahwa rerangka hubungan prinsipal agen 
merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis 
komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan 
kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni 
informasi yang tidak simetris (asymetric information), moral hazard, dan 
adverse selction (Halim dan Abdullah, 2016:31). 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah 
(agent) sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan 
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya 
untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya 




(rakyat) maka akan timbul masalah keagenan. Karena tidak mengetahui 
apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (assymetric information) maka 
principal membutuhkan pihak ketiga yang mampu meyakinkan principal 
bahwa apa yang dilaporkan oleh agent adalah benar. 
2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya 
merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk 
meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD (Halim, 2014:10). 
Menurut Badrudin (2014:97) APBD adalah suatu rencana kerja 
pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan 
dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, 
dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun 
waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh 
DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah. 
APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah 
daerah. Lanjutnya, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk 
menentukan besar pendapatan dan pengeluara, membantu pengambilan 
keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-
masa yang akan dating, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar 




koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 
2013:103). 
Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011  Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 
daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. Unsur-unsur APBD menurut Halim (2014: 22) 
adalah :  
a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.  
b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk 
menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan 
adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-
pengeluaran yang akan dilaksanakan.  
c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.  
d. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 
2002, maka APBD terdiri atas 3 bagian, yaitu : “pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang 
sah. Belanja digolongkan menjadi 4 yakni belanja aparatur daerah, belanja 
pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja 
tak tersangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasi menjadi 3 kategori 




belanja modal. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber 
pembiayaan yaitu : sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran 
daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah : sisa lebih 
anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan 
aset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan. Sumber 
pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas : pembayaran utang 
pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana 
cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang (Halim, 2014 : 18). 
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disebut dengan APBD 
adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang memiliki 
beberapa unsur, seperti adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta 
uraiannya secara rinci, sumber penerimaan, adanya biaya-biaya yang 
merupakan batas maksimal pengeluaranpengeluaran yang akan 
dilaksanakan. APBD tersebut guna menjadi dasar pelaksanaan pelayanan 
publik. Dalam penyusunannya APBD dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang 
Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan Antara Pusat dan 
daerah pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya 




berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.” 
Menurut Halim (2014:56), Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi 
asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis 
pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik 
daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-
lain Pendapatan Asli Dearah yan sah. 
Sedangkan menurut Mardiasmo (2013:25), pengertian pendapatan 
Asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak 
daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisah kan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli merupakan 
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka 
diharapkan tiap-tiap pemerintah daeah dapat membangun infrastruktur 
ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan 
pendapatannya. 
Berdasarkan Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 
33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kelompok pendapatan asli daerah 
terdiri dari :  
a. Pajak Daerah 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 




daerah adalah Iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada 
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan 
berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Zain 
(2016:54) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah Kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pajak tersebut 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis-
jenis pajak daerah diantaranya: 
1) Pajak hotel 
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah 
bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang 
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya 
yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali 
untuk perkotaan atau perkantoran. 
2) Pajak Restoran dan Rumah Makan 
Pajak Restoran dan rumah makan adalh pajak atas pelayanan 
retoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap 
makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut 






3) Pajak Hiburan 
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggan hiburan- hiburan 
merupakan semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan dan/ 
atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau 
dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk 
penggunaan fasilitas untuk berolahraga. 
4) Pajak Reklame 
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. 
Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut 
bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. 
5) Pajak Penerangan Jalan 
Pakal penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga 
listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia 
penerangan jalan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. 
6) Pajak Bahan Galian Golongan C 
Pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah pajak atas 
kegiatan pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan 
peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan 
c terdiri dari asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, 
batu apung, gips, pasir, phospat, tanah liat dan lain-lain. 
7) Pajak Pemanfaatan Air bawah tanah dan Air Pemukiman 
Pajak yang dikenakan terhadap pengambilan dan pemanfaatan 




orang pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah 
tangga dan pertanian rakyat. 
b. Retribusi Daerah 
Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam 
pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin 
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU no. 28 tahun 
2009). 
Menurut UU no. 28 tahun 2009 retribusi daerah dapat dibagi 
dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi 
perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut: 
1) Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
badan. 
2) Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 
3) Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 




ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, 
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 
menjaga kelestarian lingkungan. 
4) Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah 
Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah 
tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda 
pemerintahan daerah. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan 
kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia 
dan sektor industry. Undang-undng mengizinkan pemerintah daerah 
untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD ini 
bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha daerah diharapkan 
dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat 
menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian 
daerah. 
c. Lain-lain PAD yang sah 
Lain-lain PAD yang sah dapat digunakan untuk membiayai 
belanja daerah diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar 
dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk 
memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjamna 
kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, 
pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman 






3. Pajak  
Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
umum dan tata cara perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada negara 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2013:3) Pajak adalah iuran 
rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung 
dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum. 
Menurut Andriani (dalam Zain, 2016:10) pajak adalah iuran 
masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-
undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan 
pemerintahan. 
Dari beberapa definisi pajak di atas, dapat disimpulkan  bahwa pajak 
merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dalam 




secara langsung terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan pajak menjadi 
sumber penerimaan utama dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah. 
Menurut Sari (2013:37) dari berbagai definisi tersebut diatas, baik 
pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor 
swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah 
iuran dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang 
terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut: 
a. Adanya iuran masyarakat kepada Negara, yang berarti bahwa pajak 
antara lain boleh dipungut oleh Negara (pemerintah pusat dan daerah)  
b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan 
perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan 
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 
dalam undang-undang”.  
c. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila 
wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan 
sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.  
d. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) 
yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat 
membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama 
kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan 
bermotor.  
e. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 




maupun pembangunan. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun 
pembangunan), maka sisanya digunakan untuk public investment. 
Sedangkan menurut Suandy (2011:10) ciri-ciri pajak yang tersimpul 
dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.  
b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta 
aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.  
c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 
langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.  
d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah.  
e. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untu 
membiayai public investment.  
f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari 
pemerintah.  
g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung. 
Mardiasmo (2013:1) mengemukakan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur sebagai berikut : 
a. Iuran dari rakyat kepada negara.  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa 




b. Berdasarkan Undang-Undang.  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang 
serta aturan pelaksanaannya.  
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara 
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 
ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.  
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  
Sebagaimana yang telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada 
pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak 
menurut Waluyo (2013:6) yaitu sebagai berikut: 
a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: 
dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 
b. Fungsi Mengatur (Regular) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya 
pajak yang lebih tinggi terhadap minimum keras, dapat ditekan. 






Pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek (Waluyo, 
2013:3-6) sebagai berikut : 
c. Aspek ekonomi  
Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara 
yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju 
kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi 
masyarakat. 
d. Aspek hukum 
Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan 
urutan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah, Keputusan Presiden dan sebagainya. Hierarki ini 
dijalankan secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak 
boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi 
e. Aspek keuangan 
Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan 
Negara. Jika dilihat dari penerimaan Negara, kondisi keuangan Negara 
tidak lagi semata-mata dari penerimaan Negara berupa minyak dan gas 
bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona 
penerimaan negara. 
f. Aspek sosiologi 
Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat 
yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas 




Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan Negara untuk 
membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai 
pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan 
Negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun 
berasal dari rakyat (private saving) atau berasal dari pemerintah (public 
saving). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran 
yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan 
masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai 
sektor. 
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 
perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 
2013:2-3) sebagai berikut : 
a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, 
serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil 
dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak 
untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 










b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
negara maupun warganya. 
c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat 
d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)  
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 
dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
Menurut Waluyo (2013:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga 
kelompok, adalah sebagai berikut: 
a. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini. 
1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 
dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib 
Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan 
2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat 




b. Menurut sifat 
Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan 
pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut. 
1) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 
memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak 
Penghasilan 
2) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Bawang Merah 
c. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut : 
1) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk embiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Bawang Merah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai 
2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: 
pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan 





Menurut Waluyo (2013:16) cara pemungutan pajak dilakukan 
berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut : 
a. Stelsel nyata (rill stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, 
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, 
kelebihan stelsel ini adalah pajak dikenakan lebih realistis. 
Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode 
(setelah penghasilan rill diketahui). 
b. Stelsel anggapan (fictive stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 
undangundang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama 
dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat 
ditetapkan besar pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 
Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, 
tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang 
dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya 
c. Stelsel campuran 
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan 
dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut 




Pajak harus menambahkekurangannya. Demikian pula sebaliknya, 
apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali. 
Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 
Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian (Mardiasmo, 2013:13), 
yaitu sebagai berikut : 
a. Pajak Propinsi yang terdiri atas : 
1) Pajak kendaraan bermotor  
2) Bea balik nama kendaraan bermotor 
3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor  
4) Pajak air permukaan  
5) Pajak rokok.  
b. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas :  
1) Pajak hotel  
2) Pajak restoran  
3) Pajak hiburan 
4) Pajak reklame 
5) Pajak penerangan jalan 
6) Pajak mineral bukan logam dan batuan 
7) Pajak parkir 
8) Pajak air tanah  
9) Pajak sarang burung walet 




11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi tiga seperti yang 
diungkapkan oleh Waluyo (2013:17): 
a. Sistem Official Assessment 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 
pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai 
berikut: 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 
fiskus 
2) Wajib Pajak bersifat pasif. 
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus 
b. Sistem Self Assessment 
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 
kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 
yang harus dibayar 
c. Sistem Withholding 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 






4. Pajak Kendaraan Bermotor 
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan 
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi 
untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di 
air dan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah 
Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Perda 
Provinsi Jawa Tengah No. 3 tahun 2002,bab1, pasal 1 no.11 dan 13). 
Perda tentang PKB sebagai dasar hukum dan memungut PKB adalah 
perda Jawa Tengah No. 3 tahun 2002, Perda ini dalam rangka 
melaksanakan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah. 
Dasar hukum pajak kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan 
diatas adalah sebagai berikut :  
a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
b. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pajak Kendaraan Bermotor.  




d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan 
BBNKB.  
Tarif PKB ditetapkan sebesar (Perda Jawa Tengah No. 3 Tahun 
2002, pasal 8, 9, dan 10 ) : 
a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan 
bermotor pribadi; 
b. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan 
umum; 
c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam 
kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi 
Pemerintah; 
d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat 
dan alat-alat besar. 
e. Kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 
(dua) 200 (dua ratus) cc ke atas dan / atau roda 4 (empat) dikenakan 
tarif secara progresif. Yang dikenakan tarif secara progresif adalah 
orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu untuk: 
1) Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc ke atas, termasuk 
kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi cylinder 196 cc sampai 
dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc. 
2) Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang 




3) Besarnya tarif progresif adalah kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua 
persen); kepemilikan ketiga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen); 
kepemilikan keempat sebesar 3 % (tiga persen); kepemilikan 
kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen). 
 
5. Samsat Keliling dan Samsat Siaga 
Suatu lembaga pemerintahan yang menyediakan pelayanan, tentu 
diwajibkan untuk menyusun standar pelayanan. Adanya standar pelayanan 
bertujuan untuk mengukur kualitas kinerja dalam proses penyelenggaran 
pelayanan. Bagi pemberi dan penerima pelayanan wajib menaati standar 
pelayanan yang telah ditetapkan tersebut. Standar pelayanan publik 
berdasarkan Keputusan Menteri PAN nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 
dalam Ratminto dan Winarsih (2013:23) terdiri dari 6 standar pelayanan, 
meliputi: 
a. Prosedur pelayanan 
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 
pelayanan termasuk pengaduan 
b. Waktu penyelesaian 
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan 
c. Biaya pelayanan 
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam 





d. Produk pelayanan 
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
e. Sarana dan prasarana 
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 
f. Kompetensi petugas pelayanan 
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku 
yang dibutuhkan. 
Daryanto dan Setyabudi (2014: 146) menjelaskan cakupan standar 
pelayanan publik terhadap masyarakat yang perlu ditetapkan sama seperti 
standar pelayanan publik Keputusan Menteri PAN nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu sekurang-kurangnya meliputi: 
a. Prosedur pelayanan 
Dalam hal ini harus ditetapkan standar prosedur pelayanan yang 
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk prosedur 
pengaduan. 
b. Waktu penyelesaian. 
Harus ditetapkan standar waktu penyelesaian pelayanan yang 
ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan 






c. Biaya pelayanan 
Harus ditetapkan standar biaya/ tarif pelayanan termasuk rinciannya 
yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Hendaknya setiap 
kenaikan tarif/ biaya pelayanan diikuti dengan peningkatan kualitas 
pelayanan. 
d. Produk pelayanan 
Harus ditetapkan standar produk (hasil) pelayanan yang akan diterima 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan harga 
pelayanan yang telah dibayarkan oleh masyarakat, mereka akan 
mendapat pelayanan berupa apa saja. 
e. Sarana dan prasarana 
Harus ditetapkan standar sarana dan prasarana pelayanan yang 
memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 
f. Kompetensi oleh penyelenggara pelayanan publik 
Perlu ditetapkan standar kompetensi petugas pemberi pelayanan 
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku 
yang dibutuhkan. 
 
B. Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu yang  menjadi referensi dalam penelitian 
ini adalah  
Penelitian yang dilakukan oleh Riskiyatur Rohemah pada tahun 2013 
dengan judul penelitiannya “Analisis Pengaruh Implementasi Layanan Samsat 




Kabupaten Pamekasan”. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa 
variabel akses pajak dan complaint center berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Adapun variabel fasilitas dan website tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Penelitian yang dilakukan oleh  I Made Hongki Dwipayana pada tahun 
2017 dengan judul penelitiannya “Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat 
Keliling Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Empiris Pada Kantor 
Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) 
Denpasar)”. Hasil dari penelitian ini adalah program SAMSAT Corner, 
SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak berpengaruh signifikan 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB). 
Penelitian yang dilakukan oleh  Ndaru Wulandari pada tahun 2017 
dengan judul penelitiannya “Pengaruh Pelayanan Samsat Ditempat Umum 
Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan 
Bermotor Di Kota Palembang”. Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak 
Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Mini (SAMIN) di Kantor 
Bersama Samsat Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan sudah berjalan 
dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan dan hambatan yang 
terjadi. Kekurangan dari inovasi layanan Samsat Mini (SAMIN) dapat dilihat 
dari teori atribut inovasi yaitu triability (kemungkinan dicoba). Dalam atribut 




dilakukan oleh pihak Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bojonegoro yang 
kurang maksimal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan jumlah laporan wajib 
pajak dalam layanan Samsat Mini (SAMIN) yang masih sedikit. Sedangkan 
untuk hambatan yang terjadi dalam inovasi layanan Samsat Mini (SAMIN) 
adalah ketika jaringan internet yang digunakan dalam pembayaran pajak 
kendaraan bermotor sedang trouble atau bermasalah serta banyak dari 
masyarakat selaku wajib pajak yang tidak mengetahui jadwal pelayanan 
Samsat Mini (SAMIN).  
Penelitian yang dilakukan oleh  Stephanie Amelia Handayani Barus pada 
tahun 2016 dengan judul penelitiannya “Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, 
Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan 
bahwa akses pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 
bermotor di Pekanbaru. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa 
variabel fasilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 
bermotor di Pekanbaru. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa 
variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa variabel 












C. Kerangka Berpikir Dan Hipotesis 
1. Pengaruh Samsat Keliling Terhadap Penerimaan Pajak 
Kebutuhan serta kepentingan masyarakat harus diutamakan pada 
setiap pemerintahan. Pelayanan publik berperan penting dalam 
pemerintahan karena menyangkut akan kepentingan masyarakat luas. 
Menurut Sinambela (2016:4) pelayanan publik merupakan pemberian 
layanan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan dengan instansi 
untuk mencapai tujuan bersama. Peningkatan pelayanan publik pemerintah 
selalu dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan 
berkualitas.  
SAMSAT merupakan sebagai salah satu birokrasi pemerintah yang 
memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat yang memiliki berbagai 
permasalahan terkait penyelenggaraan pelayanan publik seperti tuntutan 
masyarakat atas perbaikan pelayanan dalam hal kelengkapan kendaraan 
baik yang bersifat fisik maupun administrasi yang mudah dan cepat,karena 
dengan mobilitas masyarakat yang semakin mingkat dalam berlalu lintas 
serta masih sering ditemui antrian panjang saat melakukan pembayaran 
pajak di kantor-kantor pelayanan pajak, dan pengurusan STNK di 
SAMSAT. Selain itu permasalahan waktu pelayanan kerja SAMSAT yang 
bersamaan dengan waktu kerja masyarakat. Seringkali masyarakat harus 
meninggalkan aktivitasnya atau meminta izin tidak masuk agar dapat 




Layanan Samsat Keliling adalah salah satu program unggulan 
Kantor Bersama SAMSAT. Sistem samsat keliling ini tidak hanya 
dinikmati oleh masayarakat sekitar saja tetapi juga masyarakat luar kota 
karena dilengkapi fasilitas Link. Samsat Keliling merupakan layanan 
pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dengan 
menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke 
tempat yang lainnya. Inovasi layanan SAMSAT Keliling ini bertujuan 
untuk mempermudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan 
bermotor yang biasanya ditemukan pada tempat-tempat umum dan 
memudahkan masyarakat yang berdomisisli jauh dari Kantor Samsat 
setempat sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi Pemerintahan 
Daerah. Dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah  
H1.  Terdapat pengaruh positif samsat keliling terhadap penerimaan pajak 
kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Tegal. 
2. Pengaruh Samsat Siaga Terhadap Penerimaan Pajak 
Seperti halnya Samsat Keliling, Samsat Siaga memiliki fungsi yang 
sama dengan Samsat Keliling. Perbedaannya adalah Samsat Siaga dibuat 
lebih sederhana, menjangkau wilayah yang lebih kecil dan relatif agak sulit 
dijangkau, tidak seperti Samsat Keliling yang dapat menjangkau wilayah 
yang cukup besar dan biasanya terdapat di titik-titik pusat atau keramaian 
kota. Selain itu, tempat dan sarana yang dibuka Samsat Siaga juga lebih 
sederhana karena biasanya petugas yang berjaga di Samsat Siaga lebih 




Siaga memudahkan masyarakat untuk membayar pajak sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan bagi Pemerintahan Daerah. Dari uraian di atas 
maka hipotesis dalam penelitian ini adalah  
H2.  Terdapat pengaruh positif samsat siaga terhadap penerimaan pajak 
kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Tegal 
Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka berpikir dalam penelitian ini 









Samsat Keliling (X1) 
Samsat Siaga (X2) 









A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian deskriptif kuantitatif. Desain deskriptif kuantitatif bertujuan untuk 
menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi 
dan dialami sekarang, sikap dan pandangan yang menggejala saat sekarang, 
hubungan antar variabel, pertentangan dua kondisi, atau lebih, pengaruh suatu 
kondisi, perbedaan antar fakta-fakta, dan lain-lain. Penelitian ini bermaksud 
menjawab hipotesis dengan alat analisis statistik mengenai belanja daerah. 
 
B. Definisi Konseptual Dan Operasional Variabel 
1. Definisi Konseptual 
Definisi konseptual adalah batasan pengertian tentang konsep yang 
masih bersifat abstrak yang biasanya merujuk pada definisi yang ada pada 
buku-buku teks. Definisi operasional merupakan batasan pengertian 
tentang variabel yang diteliti yang di dalamnya sudah mencerminkan 
indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang 
bersangkutan. 
a. Variabel dependen 
Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan 
konsekuen. (Sugiyono, 2010:4). Yang menjadi variabel dependen 




Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 
penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. 
b. Variabel Independen 
Variabel independen adalah variabel yang sering disebut sebagai 
variabel stimulus, prediktor, dan antesenden. (Sugiyono, 2010:4). 
Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah samsat 
keliling dan samsat siaga. 
1) Samsat Keliling 
Pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam 
meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.  
2) Samsat Siaga. 
Pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam 
meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. 
2. Definisi Operasional 
Definisi operasional merupakan batasan pengertian tentang variabel 
yang diteliti yang di dalamnya sudah mencerminkan indikator-indikator 
yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Untuk 
lebih jelasnya maka operasional variabel dalam penelitian ini dgambarkan 
sebagai berikut : 
Tabel 3.1 
Operasionalisasi Variabel Penelitian 
 












No. Variabel Definisi Indikator Skala 
Pengukuran 
dan/atau penguasaan 
kendaraan bermotor dan 







Pelayanan publik yang 













Pelayanan publik yang 












C. Teknik Pengumpulan  Data 
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan sumber 
data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang 
diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa 
buku,catatan, atau arsip. Dengan kata lain, peneliti membutuhan 
pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat arsip atau 




sekunder diperoleh melalui hasil pencarian website dan data yang didapat 
dari Kantor Samsat Kabupaten Tegal. 
D. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah cara yang digunakan dalam menganalisis data 
untuk menguji hipotesis yang diajukan. Analisis data ini digunakan untuk 
menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca serta 
diinterpretasikan agar dapat menjawab hipotesis yang peneliti lakukan. 
Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Statistik Deskriptif 
Statistik deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi data berupa rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, 
dan nilai minimum yang dilakukan pada variabel. Pada statistik deskriptif 
penelitian hanya menggambarkan keadaan data apa adanya melalui 
parameter-parameter seperti mean, median, modus, distribusi frekuensi 
dan ukuran statistik lainnya. 
2. Uji Asumsi Klasik 
Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi 
asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi 
dan heterokedastisitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian 
normalitas, multikolinierritas, autokorelasi dan heterokedastisitas 
sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi 




a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 
normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa 
nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar 
maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 
Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 
tidak yaitu dengan analisis grafik (Ghozali, 2016: 140). 
Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji 
statistik, yaitu dengan analisis uji statistik non parametrik one sample 
kolmogorov smirnov.  Ketentuan pengambilan keputusan pada  uji 
one sample kolmogorov smirnov adalah bahwa jika probabilitas 
signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai 
perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data 
tersebut tidak normal. Sebaliknya jika signifikansi di atas 0,05 berarti 
data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan 
data normal baku, berarti data tersebut normal  (Ghozali, 2016: 149) 
b. Uji Multikolonieritas 
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
variabel independen. Jika variabel independensaling berkorelasi, maka 




variabel independen yang nilai korelasi antar sesame variabel 
independen sama dengan nol. Multikolonieritas dapat dilihat dari (1) 
nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua 
ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 
dijelaskan oleh variabel independen lainnya (Ghozali, 2016: 105).  
Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen 
menjadi variabel dependen (terikat) dan direges terhadap variabel 
independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 
independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 
independen lainnya. Jadi nilai toleransi yang rendah sama dengan 
nilai yang rendah sama dngan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/ 
Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan 
adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama 
dengan nilai VIF ≥ 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat 
kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai missal nilai tolerance 
= 0.10 sama dengan tingkat kolonieritas 0.95. Walaupun 
multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai Tolerance dan VIF, 
tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen 
mana sajakah yang saling berkorelasi (Ghozali, 2016: 105). 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 




ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedasitas dan jika 
berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 
yang Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. 
Kebanyakan data crossection mengandung situasi Heteroskedastisitas 
karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran 
(kecil, sedang, dan besar).  
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas 
adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat 
(dependen) yaitu ZPRED dengan residulnya SRESID. Deteksi ada 
tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengaan melihat ada 
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan 
ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, daan sumbu 
X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-
studentized. Dasar analisis (Ghozali, 2016: 39): 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 
menyempit), maka mengindifikasikan telah terjadi 
Heteroskedastisitas. 
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas  dan 
di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 







3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi berganda  adalah suatu teknik yang digunakan 
untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara 
variabel bebas dan variabel terikat sekaligus untuk menentukan nilai 
ramalan atau dugaannya. Analisis regresi berganda digunakan peneliti 
dengan maksud untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh samsat keliling 
dan samsat siaga terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. 
Adapun rumus  adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2010: 211): 
 Ŷ = a + b1X1 + b2X2 +  e 
Keterangan : 
Ŷ =   Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
a     = Konstanta, merupakan bilangan yang tidak terpengaruh besar 
kecilnya variabel independen. 
b   = Koefisien regresi, desar kecilnya variabel Y akibat perubahan 
satu unit variabel X. 
X 1 = Samsat Keliling   
X 2 = Samsat Siaga 
e = Kesalahan pengganggu 
4. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Uji statistik t  pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 




sebesar 2,5 % atau 0,025. Dasar penerimaan atau penolakan hipotesis 
dilakukan dengan kriteria sebagai berikut  (Ghozali, 2016: 153) :  
a. Jika nilai signifikan  < 0,025 maka hipotesis diterima yang artinya 
terdapat pengaruh antara satu variabel indpenden terhadap variabel 
dependen. 
b. Jika nilai signifikan  < 0,025 maka hipotesis ditolak  yang artinya tidak 
terdapat pengaruh antara satu variabel indpenden terhadap variabel 
dependen. 
 
5. Analisis Koefisien Determinasi 
Koefisien Determinasi digunakan untuk menyatakan besar atau 
kecilnya kontribusi (sumbangan langsung) Samsat keliling dan samsat 
siaga terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di 
Kabupaten Tegal. Adapun koefisien determinasi adalah sebagai berikut : 
KD  = r
2
 x 100%  
Dimana : 
KD  : Besarnya koefisien determinasi  





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Samsat Kabupaten  Tegal 
Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah 
administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota kabupaten berada di 
kota Slawi, yang terletak di pesisir Utara bagian Barat dan sebagian 
wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa atau dikenal dengan pantai 
Utara (Pantura). Kecamatan-kecamatan yang wilayahnya berbatasan 
langsung dengan Laut Jawa adalah Kecamatan Suradadi, Kecamatan 
Kramat dan Kecamatan Warureja. Kabupaten Tegal secara administratif 
terdiri dari 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. 
Secara geografis Kabupaten Tegal terletak pada posisi antara 
108°57’06" BT - 109°21’30" BT dan 6°50’41" LS - 7°15’03" LS, dengan 
luas wilayah 87.879 ha atau 878,79 km
2
 . Adapun batas wilayah 
Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:  
a. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kabupaten Tegal  
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas  
c. Sebelah Barat : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal  






Secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 katagori 
daerah, yaitu (1) daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan 
Warureja; (2) daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, 
Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu 
sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah; dan 
(3) daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, 
Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan 
Kedungbanteng. 
Dari segi topografi, wilayah Kabupaten Tegal mempunyai 
kemiringan tanah yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Bila 
ditinjau ketinggiannya terhadap permukaan laut, secara garis besar 
wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran 
rendah, kawasan dengan ketinggian 250-500 m dpl, kawasan dengan 
ketinggian 500-750 m dpl, dan kawasan dengan ketinggian di atas 750 m 
dpl. Ditinjau dari aspek morfologi, wilayah Kabupaten Tegal terbagi atas 
daerah dataran rendah, daerah perbukitan landai, daerah perbukitan 
bergelombang, dan daerah perbukitan terjal. Berdasarkan jenis tanahnya, 
wilayah Kabupaten Tegal terdiri atas tanah aluvial, litosol, regosol, dan 
grumosol. Sedangkan berdasarkan iklim, Kabupaten Tegal beriklim 
tropis dengan dua musim bergantian sepanjang tahun, yaitu musim 
penghujan dan kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan 




rata berkisar 78 persen; tertinggi pada bulan Februari dan terendah pada 
bulan September. 
Sektor industri di Kabupaten Tegal mempunyai kontribusi besar 
terhadap PDRB Kabupaten Tegal, terutama industri olahan. Total jumlah 
industri di Kabupaten Tegal meningkat, yaitu dari 29.168 industri pada 
Tahun 2012 menjadi 29.246 industri pada Tahun 2013. Ada peningkatan 
yang terjadi pada industri kecil, di mana pada tahun 2012 berjumlah 
sebanyak 29.021 industri, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 
29.110 industri. Namun demikian ada penurunan jumlah industri 
menengah, dimana pada Tahun 2012 sebanyak 138 industri, maka pada 
Tahun 2013 menurun menjadi 127 industri. Berkurangnya sebanyak 11 
industri menengah pada jenis industri pengolahan. 
Transportasi merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, sosial 
budaya, politik dan pertahanan keamanan Pembangunan transportasi 
diarahkan pada terwujudnya transportasi yang handal, berkemampuan 
tinggi serta tertib, lancar, aman, nyaman dan efisisen dalam menunjang 
dinamika pembangunan. Salah satu transportasi utama yang menunjang 
di Kabupaten Tegal adalah transportasi darat Untuk mencapai 
pembangunan transportasi darat yang andal diperlukan prasarana jalan 
yang memadai. Panjang jalan di Kabupaten Tegal tahun 2018 menurut 
Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal dan Dinas Pekerjaan Umum 




menjadi jalan nasional sepanjang 68,630 km, jalan provinsi 42,93 km, 
dan jalan kabupaten 859,55 km. 
Untuk dapat mengukur tingkatkepadatan lalu lintas di Kabupaten 
Tegal, salah satu indikatornya adalah kepadatan arus lalu lintas di 
Terminal Dukuhsalam. Kendaraan yang keluar dan masuk di terminal 
Dukuhsalam pada tahun 2018 mencapai 84.928 unit. Banyaknya 
kecelakaan lalu lintas selama tahun 2018 mencapai 476 kejadian, 
menurun dibanding tahun 2017. Dari sebanyak kejadian tersebut diatas 
sebanyak 151 orang meninggal dunia, 510 orang luka ringan dengan 
kerugian material sebanyak Rp 202.650.000.000. 
2. Sejarah Berdirinya SAMSAT 
Sejarah berdirinya SAMSAT diawali dengan adanya suatu gagasan 
yang disampaikan oleh Dinas pendapatan Daerah Tingkat I se Indonesia 
yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai dengan 17 April 1976 oleh 
Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1976 tanggal 
24 Maret 1976. Yang mendasari usulan tersebut adalah pelaksanaan 
SAMSAT yang diujicobakan di DKI Jakarta selama 4 tahun (1972-1976) 
yang menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan daerah 
dan pelayanan kepada masyarakat. Ternyata usulan tersebut mendapat 
dukungan dari peserta penataran dan menghasilkan suatu keputusan 
untuk melaksanakan SAMSAT di seluruh Indonesia. Sebagai realisasi 




dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri keuangan dan Menteri 
Pertahanan dan Keamanan, maka dikeluarkan persetujuan dari 
pemerintah secara terpadu dalam bentuk Surat Keputusan Bersama 
(SKB) yang dikeluarkan oleh Menhankam, Menkeu dan Mendagri pada 
tanggal 28 Desember 1976 No. Pol. Kep. 13/XII/1976; Kep. 
1693/MK/IV/12/1976: 311 Tahun 1976. Untuk penjabaran SKB tersebut, 
dalam pelaksanaannya disusun pedoman/petunjuk Pelaksaan Sistem 
Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK, 
pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ yang dituangkan dalam Surat 
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1977 Tanggal 28 Juni 
1977. 
Untuk merealisasikan pelaksanaan SAMSAT Urusan PKB, 
BBNKB, SWDKLLJ dan STNK di Propinsi Jawa Tengah diawali dengan 
kegiatan survei ke Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta dan secara 
khusus ke kantor SAMSAT DKI Jakarta yang gedungnya berada di 
komplek KODAK Metro Jaya. Hasil survei yang dibawa dari DKI 
Jakarta tersebut, diolah dalam forum rapat koordinasi ketiga unsur 
(POLRI, Jasa Raharja dan Dipenda) secara berulang-ulang untuk 
memadukan kesatuan pendapat, dan akhirnya dengan saling pengertian 
dan ketiga unsur menghasilkan rencana terpadu yang ditandatangani oleh 
ketiga pimpinan tersebut. 
Setelah semua sarana yang diperlukan dapat disiapkan, pada 




di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang berlokasi di enam 
Komtares yaitu Semarang, Pekalongan, Purwokerto, Magelang, 
Surakarta dan Pati yang ditandai dengan peresmian penggunaan gedung 
kantor bersama SAMSAT urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan STNK 
yang dipusatkan di Semarang. 
Pada permulaan penerapan SAMSAT di Propinsi Daerah Jawa 
Tengah yang dimulai tanggal 2 Desember 1977 itu masih dalam bentuk 
One Roof (satu atap) belum On Line (satu jalur). Jadi pelaksanaannya 
masih sendiri-sendiri sesuai dengan fungsi masing-masing instansi, tetapi 
sudah satu atap. Semua formulir yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengurusan STNK dan pajak atau asuransi masih menggunakan formulir 
masing-masing instansi karena pada saat itu masih dalam taraf peralihan 
dari sistem gaya lama ke gaya baru, tetapi untuk penetapan pajak dan jasa 
raharja sudah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada STNK 
khususnya dalam hal tahun pajak dari tahun takwim (1 Januari sampai 
dengan Desember) yang digunakan dalam perhitungan pajak dan jasa 
raharja sudah dirubah dan disesuaikan dengan tanggal/masa berlaku 
STNK. Keadaan semacam ini berjalan sampai bulan bulan Maret 1978, 
kemudian mulai 1 April 1978 dilaksanakan serentak sistem terpadu (one 
roof and one line) di semua wilayah eks Karesidenan dan Daerah Tingkat 
II (KOMRES) yang sudah ada kantor Perwakilan Dipendanya. 
Setelah SAMSAT urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan STNK 




yang ditandai dengan peresmian pembukaan Kantor Bersama SAMSAT 
di Semarang pada tanggal 2 Desember 1977, yang merupakan peresmian 
pembukaan semua kantor Bersama untuk enam wilayah eks Karesidenan 
se Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka Tim pembina 
SAMSAT Tingkat I Jawa Tengah mulai memikirkan untuk 
merealisasikan tahapan pelaksanaan di tiap-tiap KOMRES atau Daerah 
Tingkat II. Pengembangan SAMSAT di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah diatur secara bertahap.  
Pada tahap pertama pengembangan SAMSAT dilakukan dengan 
membuka kantor Bersama di delapan wilayah KOMRES, yaitu untuk 
wilayah: 
a. Salatiga, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Semarang dan Kota 
Salatiga. 
b. Purworejo, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Purworejo dan 
Kebumen. 
c. Cilacap, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Cilacap. 
d. Kudus, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Kudus dan Jepara. 
e. Tegal, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan 
Brebes. 
f. Semarang Unit II, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten Demak, 
Kendal dan Purwodadi. 




h. Surakarta Unit II, untuk pelayanan bagi Dati II/Kabupaten 
Karanganyar, 
i. Sragen, Wonogiri, Boyolali dan Sukoharjo 
Pembukaan Kantor Bersama SAMSAT tersebut, disamping 
disesuaikan dengan adanya Kantor Perwakilan Dipenda yang ada pada 
waktu itu, juga disesuaikan dengan kemampuan dana dan kesulitan 
pencarian tanah untuk lokasi Kantor Bersama. Pada saat itu lokasi tanah 
untuk pembangunan kantor Bersama SAMSAT ada yang berada di 
Kompleks POLRI Tingkat KOMRES, ada yang dilakukan dengan 
membeli tanah oleh pihak Dipenda Tingkat I. Adapun untuk bangunan 
kedelapan gedung Kantor Bersama tersebut dibiayai oleh Dipenda 
Tingkat I dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 
1977/1978. 
3. Visi dan Misi 
Visi dari Kantor Samsat Kabupaten Tegal yaitu Terwujudnya 
pelayanan prima berbasis teknologi informasi menuju pemerintahan yang 
bersih. Sedangkan Misi dari Kantor Samsat Kabupaten Tegal meliputi : 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan 
sumber daya manusia, meningkatkan identifikasi dan keamanan 








4.  Aparat Pelaksana dan Koordinator 
a. Aparat pelaksana Kantor Bersama SAMSAT terdiri dari unsur 
Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan 
Propinsi dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang. 
b. Penanggung jawab kegiatan 
1) Unit Pelayanan : Petugas Dipenda dan polri 
2) Unit Administrasi : Petugas Dipenda, Polri dan Jasa Raharja. 
3) Unit Pembayaran : Petugas Dipenda (Bendaharawan SAMSAT). 
4) Unit Pencetakan : Petugas Dipenda dan Polri. 
5) Unit Penyerahan : Petugas Polri. 
6) Unit Arsip : Petugas Polri dan Dipenda. 
7) Unit Informasi : Petugas Polri dan Dipenda. 
c. Koordinator pada Kantor Bersama SAMSAT, dijabat oleh: 
1) SAMSAT Ibu Kota Propinsi : Pa. Regident Ditlantas Polda 
2) SAMSAT Daerah Kabupaten atau Kota : Pa. Lantas Fungsi 
Regident. 
5. Sumber Daya Manusia 
1. Personil yang ditugaskan di Kantor Bersama SAMSAT harus 
memiliki kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh Tim Pembina 
SAMSAT Pusat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 
2. Jumlah Personil yang ditugaskan di Kantor Bersama SAMSAT 





3. Personil yang ditugaskan di Kantor Bersama SAMSAT tidak 
diberikan tugas lain diluar SAMSAT. 
4. Setiap mutasi personil Kantor Bersama SAMSAT harus 
sepengetahuan Pembina SAMSAT Propinsi. 
5. Untuk peningkatan Disiplin dan sikap mental personil Kantor 
Bersama SAMSAT, harus dilakukan pembinaan oleh Tim Pembina 
SAMSAT secara berkala. 
6. Untuk meningkatkan profesionalisme personil Kantor Bersama 
SAMSAT dilakukan Program Orientasi/Pembekalan oleh Tim 
Pembina SAMSAT Pusat dan atau Propinsi. 
 
B. Hasil Penelitian 
1. Statistik Deskriptif 
Data statistik deskriptif ini bertujuan untuk menampilkan 
informasi-informasi yang relevan yang terkandung dalam data tersebut. 
Deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data 
berupa rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai 
minimum yang dilakukan pada variabel samsat keliling, samsat siaga dan  
penerimaan pajak kendaraan bermotor.  
Tabel 4.1 di bawah ini menunjukkan nilai minimum, nilai 












48 14,00 23,00 20,7917 1,71301
48 19,00 27,00 24,5208 1,70093
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a. Samsat Keliling 
Layanan Samsat Keliling adalah salah satu program unggulan 
Kantor Bersama SAMSAT. Sistem samsat keliling ini tidak hanya 
dinikmati oleh masayarakat sekitar saja tetapi juga masyarakat luar 
kota karena dilengkapi fasilitas Link. Samsat Keliling merupakan 
layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dengan 
menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke 
tempat yang lainnya. 
Tabel 4.2 
Data Samsat Keliling 
 
Bulan/Tahun 2015 2016 2017 2018 
Januari 25 25 25 26 
Februari 23 24 22 23 
Maret 25 25 26 25 
April 25 26 23 25 
Mei 22 25 24 24 
Juni 25 26 21 19 
Juli 21 20 26 26 
Agustus 25 26 26 25 
September 25 25 24 24 
Oktober 26 26 26 27 
November 25 26 26 25 
Desember 25 25 24 24 
Jumlah 292 299 293 293 




b. Samsat Siaga 
Samsat Siaga memiliki fungsi yang sama dengan Samsat Keliling. 
Perbedaannya adalah Samsat Siaga dibuat lebih sederhana, 
menjangkau wilayah yang lebih kecil dan relatif agak sulit dijangkau, 
tidak seperti Samsat Keliling yang dapat menjangkau wilayah yang 
cukup besar dan biasanya terdapat di titik-titik pusat atau keramaian 
kota 
Tabel 4.3 
Data Samsat Siaga 
Bulan/Tahun 2015 2016 2017 2018 
Januari 21 20 22 22 
Februari 20 19 20 19 
Maret 21 21 23 22 
April 22 21 22 21 
Mei 19 21 22 20 
Juni 21 22 18 14 
Juli 20 16 22 22 
Agustus 20 22 23 21 
September 21 21 22 19 
Oktober 21 21 22 23 
November 21 22 22 21 
Desember 21 20 23 19 
Jumlah 248 246 261 243 
 
 
c. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 










Data Penerimaan kendaraan Bermotor 
Tahun Bulan Samsat Siaga Samsat Keliling 
2015 
Januari 2.454.976.958 2.922.591.617 
Februari 2.041.137.326 2.347.307.924 
Maret 2.191.941.675 2.609.454.375 
April 2.250.583.360 2.557.481.090 
Mei 2.236.755.780 2.589.927.745 
Juni 2.428.666.343 2.891.269.457 
Juli 3.034.073.207 3.185.776.868 
Agustus 2.659.799.744 3.324.749.681 
September 2.750.255.927 3.274.114.198 
Oktober 2.809.054.411 3.477.876.889 
November 1.384.253.553 1.647.920.897 
Desember 2.848.762.179 3.391.383.546 
2016 
Januari 2.769.721.078 3.462.151.347 
Februari 2.447.015.037 3.090.966.363 
Maret 2.688.926.237 3.201.102.663 
April 2.505.703.881 3.102.300.044 
Mei 2.668.908.672 3.177.272.228 
Juni 2.927.124.876 3.459.329.399 
Juli 2.712.742.189 3.390.927.736 
Agustus 2.995.716.224 3.540.391.901 
September 3.025.292.972 3.601.539.253 
Oktober 2.757.849.507 3.414.480.343 
November 2.883.983.460 3.408.344.090 
Desember 3.667.436.544 4.584.295.681 
2017 
Januari 3.171.223.726 3.603.663.324 
Februari 2.564.516.524 2.820.968.176 
Maret 2.835.181.895 3.204.988.230 
April 2.653.018.011 2.773.609.739 
Mei 3.093.755.524 3.375.006.026 
Juni 2.545.520.204 2.969.773.571 
Juli 3.741.708.369 4.422.018.981 
Agustus 3.584.735.678 4.052.309.897 
September 3.577.859.880 3.903.119.870 
Oktober 3.664.307.705 4.330.545.470 
November 3.905.985.646 4.616.164.854 
Desember 4.218.726.357 4.402.149.243 
2018 
Januari 3.496.261.645 4.131.945.580 




Tahun Bulan Samsat Siaga Samsat Keliling 
Maret 3.260.594.922 3.705.221.503 
April 2.841.838.639 3.383.141.236 
Mei 3.286.678.852 3.944.014.623 
Juni 2.546.381.367 3.455.803.283 
Juli 3.950.875.901 4.669.216.974 
Agustus 3.681.017.242 4.382.163.383 
September 3.637.174.441 4.594.325.609 
Oktober 4.319.358.428 5.070.551.198 
November 4.067.132.874 4.841.824.851 
Desember 4.913.877.298 6.207.002.902 
 
Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan hasil mengenai 
analisis statistik sebagai berikut : 
a. Samsat Siaga 
Pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam 
meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. 
Samsat siaga dalam penelitian ini diukur dengan jumlah kendaraan 
samsat siaga yang beroperasi dalam satu bulannya. Berdasarkan hasil 
uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa Samsat Siaga  
memiliki nilai minimum sebesar 14. Nilai maksimum Samsat Siaga 
adalah 23. Nilai rata-rata Samsat Siaga melakukan pelayanan 
perbulannya adalah 20,7917 kali. 
b. Samsat Keliling 
Pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam 
meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. 
Samsat siaga dalam penelitian ini diukur dengan jumlah kendaraan 
samsat siaga yang beroperasi dalam satu bulannya. Berdasarkan hasil 




memiliki nilai minimum sebesar 19. Nilai maksimum Samsat Siaga 
adalah 27. Nilai rata-rata Samsat Siaga melakukan pelayanan 
perbulannya adalah 24,5208 kali. 
c. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
Penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah penerimaan dari 
pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan 
kendaraan diatas air. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas 
dapat diketahui bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor   
memiliki nilai minimum sebesar 3.032.174.450. Nilai maksimum 
penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah 11.120.880.200. Nilai 
rata-rata penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah 6.612.160168,8. 
 
2. Pengujian Asumsi Klasik 
Tujuan dari pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan 
suatu kepastian bahwa persamaan regresi yang akan didapat memiliki 
ketepatan dalam estimasi, tidak bias serta konsisten. Model regresi yang 
baik adalah model regresi yang telah memenuhi asumsi klasik seperti, 
asumsi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas. 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi memilki distribusi normal. Asumsi Normalitas merupakan 
asumsi dimana setiap variabel dan semua kombinasi linear dari 
variabel terdistribusi dengan normal.  Kalau asumsi  ini dilanggar 




Penelitian ini menggunakan  uji non parametrik kolmogorov 
smirnov.  Ketentuan pengambilan keputusan pada  uji kolmogorov 
smirnov adalah bahwa jika probabilitas signifikansi di bawah 0,05 
berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan 
dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. 
Sebaliknya jika signifikansi di atas 0,05 berarti data yang akan diuji 
mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, 
berarti data tersebut normal.  
Tabel 4.5 
























Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
 
 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai kolmogorov 
smirnov dengan menggunakan one sample kolmogorov smirnov 
pada unstandardized residual diperoleh hasil sebesar 0,575. 
Perbandingan antara probability dengan standar signifikansi yang 
sudah ditentukan diketahui bahwa nilai probability dari semua 
variabel  lebih besar dari 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa 





Uji Multikolinearitas bertujuan untuk dapat menguji apakah di 
dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak akan terjadi 
suatu korelasi di antara variabel bebas. Variabel yang menyebabkan 
multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance maupun VIF 
(Variance Inflation Factor). Model regresi yang bebas dari 
multikolinerietas memiliki nilai VIF < 10 dan angka tolerance > 0,1 












Dependent Variable: Penerimaana. 
 
Dari hasil perhitungan uji asumnsi klasik pada bagian collinearity 
statistic terlihat untuk empat dua independen, angka VIF yaitu masing-
masing sebesar  5,073 yang lebih kecil dari 10 sehingga tidak melebihi 
batas nilai VIF yang diperkenankan yaitu maksimal sebesar 10.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut 







Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah di dalam 
suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual dari 
satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik 
yaitu yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada atau tidaknya problem 
heteroskedastisitas pada model regresi dapat dideteksi dengan melihat 
ada atau tidaknya pola tertentu yang teratur pada grafik scatterplot serta 
titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 yang terdapat pada 
sumbu Y (Ghozali, 2011). 
 
Gambar 4.1 
Hasil Uji Heterokedastisitas 
  
Dan berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak 
ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di atas 
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 





3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi berganda  adalah suatu teknik yang digunakan untuk 
membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel bebas 
dan variabel terikat sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau 
dugaannya. Analisis regresi berganda digunakan peneliti dengan maksud 
untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh samsat keeling dan samsat siaga 
terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. 
Tabel 4.7 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa
-621,951 188,856 -3,293 ,002
45,556 16,929 ,597 2,691 ,010













Dependent Variable: Penerimaana. 
 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi ganda dengan 
menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi  yaitu                  
Ŷ = -621,951 + 45,556 X1 + 13,478 X2 + e.  Berdasarkan persamaan 
regresi berganda di atas dapat diambil suatu analisis bahwa:  
a. Konstanta sebesar 621,951 artinya jika samsat keliling dan samsat 
siaga bernilai konstan atau nol, maka penerimaan pajak kendaraan 
bermotor roda dua di Kabupaten Tegal adalah sebesar 621,951 juta 
rupiah.  
b. Koefisien regresi untuk variabel samsat keliling sebesar 45,556 dan 




sebesar 1 %  sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan 
peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di 
Kabupaten Tegal  sebesar  45,556 juta rupiah. 
c. Koefisien regresi untuk variabel samsat siaga sebesar 13,478 dan 
bertanda positif artinya jika variabel samsat siaga meningkat sebesar 1 
%  sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan 
peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di 
Kabupaten Tegal  sebesar  13,478 juta rupiah 
4. Uji Goodness of Fit (Uji Kelayakan Model)  
Uji kelayakan atau goodness of fit models dalam penelitian ini 
menggunakan uji F simultan yang digunakan untuk mengetahui apakah 
model dalam penelitian memenuhi kriteria fit atau tidak. Hasil uji statistik F 
dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Goodness of Fit (Uji Kelayakan Model) 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Samsat Siaga, Samsat Kelilinga. 
Dependent Variable: Penerimaanb. 
 
 
Berdasarkan table 4.6 di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 
< 0,005 maka dapat disimpulkan bahwa permodelan dalam penilitian ini 






5. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Uji statistik t  pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel dependen. Tingkat signifikasi atau probabilitasnya adalah sebesar 
2,5 % atau 0,025.  
 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t) 
Coefficientsa
-621,951 188,856 -3,293 ,002
45,556 16,929 ,597 2,691 ,010













Dependent Variable: Penerimaana. 
 
 
a. Pengujian Hipotesis 1 
Dari perhitungan uji signifikansi parameter individual samsat keliling 
terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor diperoleh nilai sig = 
0,002 < 0,025  sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
positif samsat keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor 
roda dua di Kabupaten Tegal  sehingga hipotesis pertama  diterima  
kebenarannya. 
b. Pengujian Hipotesis 2 
Dari perhitungan uji signifikansi parameter individual samsat siaga 
terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor diperoleh nilai sig = 
0,435 > 0,025  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 




roda dua di Kabupaten Tegal  sehingga hipotesis kedua  tidak dapat 
diterima  kebenarannya 
 
6. Koefisien Determinasi 
Untuk menguji model penelitian ini adalah dengan menghitung koefisien 
deterrminasi (R
2
) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan setiap variasi dependen. Nilai koefisien determinasi 
adalah diantara nol dan satu (Ghozali; 2011). Nilai R
2
 yang kecil berarti 
kemampuan suatu variabel–variabel independen dalam menjelaskan setiap 
variasi variabel dependen sangat terbatas. Kelemahan yang mendasar  pada 
penggunaan koefisien determinasi ini adalah bias terhadap jumlah variabel 
independen yang akan dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu 
variabel independen maka R
2
 pasti meningkat tidak perduli apakah variabel 
tersebut akan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 
karena itu, banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan nilai 
Adjusted R
2





 dapat terjadi naik turun apabila satu variabel independen 
ditambahkan ke dalam model (Ghozali; 2011:90). 
Tabel 4.10 
Hasil Analisis Koefisien Determinasi 
Model Summary








Predictors: (Constant), Samsat Siaga, Samsat Kelilinga. 
 
Besarnya pengaruh dari variabel samsat keliling dan samsat siaga 




Kabupaten Tegal adalah  sebesar 55,4% dan selebihnya yaitu sebesar 44,6  % 
dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. 
 
C. Pembahasan 
1. Pengaruh Samsat Keliling Terhadap Penerimaan Pajak 
Dari perhitungan uji signifikansi parameter individual samsat 
keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor diperoleh nilai sig 
= 0,002 < 0,025  sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
positif samsat keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor roda 
dua di Kabupaten Tegal  sehingga hipotesis pertama  diterima  
kebenarannya. 
Kebutuhan serta kepentingan masyarakat harus diutamakan pada 
setiap pemerintahan. Pelayanan publik berperan penting dalam 
pemerintahan karena menyangkut akan kepentingan masyarakat luas. 
Menurut Sinambela (2016:4) pelayanan publik merupakan pemberian 
layanan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan dengan instansi 
untuk mencapai tujuan bersama. Peningkatan pelayanan publik pemerintah 
selalu dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan 
berkualitas.  
SAMSAT merupakan sebagai salah satu birokrasi pemerintah yang 
memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat yang memiliki berbagai 
permasalahan terkait penyelenggaraan pelayanan publik seperti tuntutan 
masyarakat atas perbaikan pelayanan dalam hal kelengkapan kendaraan 




dengan mobilitas masyarakat yang semakin mingkat dalam berlalu lintas 
serta masih sering ditemui antrian panjang saat melakukan pembayaran 
pajak di kantor-kantor pelayanan pajak, dan pengurusan STNK di 
SAMSAT. Selain itu permasalahan waktu pelayanan kerja SAMSAT yang 
bersamaan dengan waktu kerja masyarakat. Seringkali masyarakat harus 
meninggalkan aktivitasnya atau meminta izin tidak masuk agar dapat 
melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. 
Layanan Samsat Keliling adalah salah satu program unggulan 
Kantor Bersama SAMSAT. Sistem samsat keliling ini tidak hanya 
dinikmati oleh masayarakat sekitar saja tetapi juga masyarakat luar kota 
karena dilengkapi fasilitas Link. Samsat Keliling merupakan layanan 
pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dengan 
menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke 
tempat yang lainnya. Inovasi layanan SAMSAT Keliling ini bertujuan 
untuk mempermudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan 
bermotor yang biasanya ditemukan pada tempat-tempat umum dan 
memudahkan masyarakat yang berdomisisli jauh dari Kantor Samsat 
setempat sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi Pemerintahan 
Daerah. 
2. Pengaruh Samsat Siaga Terhadap Penerimaan Pajak 
Dari perhitungan uji signifikansi parameter individual samsat siaga 
terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor diperoleh nilai sig = 0,435 




samsat siaga terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di 
Kabupaten Tegal  sehingga hipotesis kedua  tidak dapat diterima  
kebenarannya. 
Seperti halnya Samsat Keliling, Samsat Siaga memiliki fungsi yang 
sama dengan Samsat Keliling. Perbedaannya adalah Samsat Siaga dibuat 
lebih sederhana, menjangkau wilayah yang lebih kecil dan relatif agak 
sulit dijangkau, tidak seperti Samsat Keliling yang dapat menjangkau 
wilayah yang cukup besar dan biasanya biasanya terdapat di titik-titik 
pusat atau keramaian kota. Selain itu, stand yang dibuka Samsat Siaga 
juga lebih sederhana karena biasanya petugas yang berjaga di Samsat 
Siaga lebih sedikit dibandingkan petugas Samsat Keliling. Dengan adanya 
Samsat Siaga memudahkan masyarakat untuk memudahkan membayar 
pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi Pemerintahan Daerah 
Kaupaten Tegal.  
3. Pengaruh Samsat Keliling dan Samsat Siaga Terhadap Penerimaan Pajak 
Besarnya pengaruh dari variabel samsat keliling dan samsat siaga 
secara simultan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di 
Kabupaten Tegal adalah  sebesar 55,4% dan selebihnya yaitu sebesar 44,6  % 
dipengaruhi faktor lain yang tidak ditelit. 
Kantor Samsat Kabupaten Tegal  merupakan kantor pelayanan yang 
bertujuan meningkatkan pendapatan daerah dan melayani masyarakat 
dengan masksimal, seiring dengan perkembangan dan pembangunan 




kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pada upaya meningkatkan pelayanan, 
Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tegal  menerbitkan suatu layanan 
inovasi yang berguna untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak. 









Berdasarkan uraian pada hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 
diambil beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Dari perhitungan uji signifikansi parameter individual samsat keliling 
terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor diperoleh nilai sig = 0,002 
< 0,025  sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif 
samsat keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di 
Kabupaten Tegal  sehingga hipotesis pertama  diterima  kebenarannya. 
2. Dari perhitungan uji signifikansi parameter individual samsat siaga 
terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor diperoleh nilai sig = 0,435 
> 0,025  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh samsat 
siaga terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di 
Kabupaten Tegal  sehingga hipotesis kedua  tidak dapat diterima  
kebenarannya. 
3. Besarnya pengaruh dari variabel samsat keliling dan samsat siaga secara 
simultan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di 
Kabupaten Tegal adalah  sebesar 55,4% dan selebihnya yaitu sebesar 44,6  % 









1. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda 
dua di Kabupaten Tegal perlu pelayanan yang professional dan memuaskan 
wajib pajak SAMSAT Kabupaten Tegal  maka perlu melakukan evaluasi 
rutin/berkala agar juga dapat dilakukan evaluasi secara berkala guna 
melakukan perbaikan pelayanan yang diberikan dari waktu ke waktu 
sehingga banyak wajib pajak membayar melalui samsat keliling. 
2. SAMSAT Kabupaten Tegal sebaiknya meningkatkan sarana dan prasarana 
seperti pengadaan komputer sebagai akses informasi bagi wajib pajak yang 
berguna mengetahui jumlah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar 
sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Dengan peningkatan sarana 
prasarana sebagai sumber daya diharapkan dapat mewujudkan kepuasan 
wajib pajak dan lebih meningkatkan penerimaan pajak kendaraan 
bermotor. 
3. Penerimaan kas Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Keliling dan 
Samsat Siaga secara nominal sudah mengalami peningkatan, tetapi Samsat 
Keliling dan Samsat Siaga di Kabupaten Tegal harus tetap melakukan 
upaya dalam meningkatan penerimaan kas agar tidak terjadi penurunan 
penerimaan. Upaya yang harus dilakukan yaitu dengan dibukanya stand 
Layanan Samsat Keliling dan Samsat Siaga saat adanya acara-acara di 







4. Dalam penelitian ini variabel samsat keliling dan samsat siaga secara 
simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor roda 
dua di Kabupaten Tegal adalah  sebesar 55,4%  sedangkan sisasnya 
dipengaruhi fakrtor lain, oleh karena itu penelitian mendatang sebaiknya 
meneliti faktor lain tersebut agar diketahui  faktor lain yang mempengaruhi 
penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Tegal 
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Data Samsat Keliling 
 
 
Bulan/Tahun 2015 2016 2017 2018 
Januari 25 25 25 26 
Februari 23 24 22 23 
Maret 25 25 26 25 
April 25 26 23 25 
Mei 22 25 24 24 
Juni 25 26 21 19 
Juli 21 20 26 26 
Agustus 25 26 26 25 
September 25 25 24 24 
Oktober 26 26 26 27 
November 25 26 26 25 
Desember 25 25 24 24 








Data Samsat Siaga 
 
Bulan/Tahun 2015 2016 2017 2018 
Januari 21 20 22 22 
Februari 20 19 20 19 
Maret 21 21 23 22 
April 22 21 22 21 
Mei 19 21 22 20 
Juni 21 22 18 14 
Juli 20 16 22 22 
Agustus 20 22 23 21 
September 21 21 22 19 
Oktober 21 21 22 23 
November 21 22 22 21 
Desember 21 20 23 19 









Data Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor 
 
Bulan/Tahun 2015 2016 2017 2018 
Januari 5.377.568.575 6.231.872.425 6.774.887.050 7.628.207.225 
Februari 4.388.445.250 5.537.981.400 5.385.484.700 6.172.791.975 
Maret 4.801.396.050 5.890.028.900 6.040.170.125 6.965.816.425 
April 4.808.064.450 5.608.003.925 5.426.627.750 6.224.979.875 
Mei 4.826.683.525 5.846.180.900 6.468.761.550 7.230.693.475 
Juni 5.319.935.800 6.386.454.275 5.515.293.775 6.002.184.650 
Juli 6.219.850.075 6.103.669.925 8.163.727.350 8.620.092.875 
Agustus 5.984.549.425 6.536.108.125 7.637.045.575 8.063.180.625 
September 6.024.370.125 6.626.832.225 7.480.979.750 8.231.500.050 
Oktober 6.286.931.300 6.172.329.850 7.994.853.175 9.389.909.625 
November 3.032.174.450 6.292.327.550 8.522.150.500 8.908.957.725 
Desember 6.240.145.725 8.251.732.225 8.620.875.600 11.120.880.200 















48 14,00 23,00 20,7917 1,71301
48 19,00 27,00 24,5208 1,70093





Valid N (lis twise)



























Test distribution is Normal.a. 









Predictors: (Constant), Samsat Keliling, Samsat Siagaa. 


































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Penerimaanb. 
 
Model Summary























Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Samsat Siaga, Samsat Kelilinga. 
Dependent Variable: Penerimaanb. 
 
Coefficientsa
-621,951 188,856 -3,293 ,002
45,556 16,929 ,597 2,691 ,010













Dependent Variable: Penerimaana. 
 
 
 
 
 
 
 
